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Sejarah adalah kompleksitas peristiwa yang dibangun tidak oleh satu faktor saja, melainkan berbagai 
macam sebab yang dimaknai secara beragam oleh pelaku, saksi, atau generasi sesudahnya, maka 
bagaimanakah sejarah yang sebagaimana adanya menurut Ranke dapat dituliskan jika “sebagaimana 
adanya” itu sendiri tiada otoritas yang jadi patokan, sebagaimana Munslow (2001) katakan, “is history 
what happened or what the historians tell us happened?” 
Adanya ruang perspektif subjektif yang begitu besar antara fakta sejarah dengan sejarahwan akan 
memperlihatkan kontradiksi yang jelas dan sangat membingungkan bagi masyarakat awam. Sejarah 
hanya menjadi versi-versi tafsiran peristiwa dan kehilangan otoritasnya sebagai media eksplanasi 
identitas individu maupun kolektif. Sebagai “otoritas resmi”, negara sering mengambil peran, sehingga 
memasuki abad ke-21 orientasi nasional sebagai bingkai sejarah menjadi umum – suatu historiografi 
nasion-sentris. 
Sejarah Asia Tenggara, masih umum dikenal sebagai Rantau Melayu, memasuki lima ratus tahun terakhir 
menjadi semakin kompleks. Era pasca-kolonialisme membuat wilayah ini terkotak-kotak menjadi negara-
kebangsaan yang bisa dibilang spontan dan kompromistis. Rantau Melayu itu – jajaran Kepulauan Nusa 
Antara – terbagi menjadi negara-negara bangsa serumpun; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, 
Singapura, dan Filiphina Selatan membuat penulisan sejarah pun menjadi bersifat nasionalistis; 
Indonesia punya Sejarah Nasional Indonesia, begitupun Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan 
Filiphina Selatan memiliki versi sejarah nasion-nya sendiri dalam lingkup negara-bangsa modern.  
Historiografi dengan bingkai kebangsaan diawali dengan pemihakan, bagaimana kita menjelaskan 
etnisitas, migrasi, konflik perbatasan, sengketa politik, hubungan dua negara, dan sebagainya melalui 
konteks “kebenaran (negara) kami”. Sejarah seharusnya menjadi media rujukan bersama manakala 
membangun hubungan antar negara, sebab pemihakan berarti hilangnya keseimbangan objektif dan 
tumbuhnya prasangka. Dalam konteks Asia Tenggara, diperlukan kesadaran para sejarahwan untuk 
bertemu dan menyusun satu historiografi bersama yang bersifat trans-nasional, suatu Tarikh Negeri-
negeri Serantau. 
Kata Kunci : Historiografi, Nasion-sentris, Trans-nasional, Negeri Serumpun/ Serantau 
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PENDAHULUAN 
Lima puluh tahun terakhir sejak berakhirnya kolonialisme di sebagian besar negara-negara di Asia 
Tenggara, hubungan diplomatik antar Negara menjadi sedemikian kompleksnya, sehingga hampir setiap 
Negara memiliki persoalan secara unilateral pun bilateral dengan tetangganya. Sengketa wilayah 
perbatasan adalah isu pertama, kemudian masalah migrasi dan ketenagakerjaan, dan selanjutnya 
masalah kebudayaan.Sesungguhnya, semua itu tidaklah menjadi masalah ketika dipahami secara 
proporsional. Hanya saja manakala kepentingan politik campur tangan – dan pada mayoritas kasus ini 
terjadi – semua itu menjadi gawat. Sejarah sering dijadikan alat pembenaran masing-masing pihak, 
mendistorsi nilai bahkan faktualitas yang menjadi asasnya. Oleh sebab itu, sejarahwan agaknya perlu 
“menjaga jarak” dengan semua kemelut dan pembenaran-pembenaran sepihak semacam ini.
1 
Memasuki abad ke-21 muncul sebuah perdebatan penting dalam dunia pendidikan Indonesia, manakala 
kurikulum pertama pasca-lengsernya pemerintahan militerisme Soeharto, dipublikasikan. Salah satu 
hiruk pikuk yang cukup memancing perhatian adalah mengenai konten pendidikan sejarah, hingga 
memicu penangguhan kurikulum – yang dikenal KBK 2004 – secara keseluruhan. Pangkal masalahnya 
adalah terdapat perubahan yang terlalu fundamental dalam substansi pelajaran sejarah untuk pelajar, 
yaitu keberatan para tokoh karena kesan “pembersihan” atau “pemutihan” orang-orang komunis dari 
peristiwa penting G30S, yang selama 30 tahun lebih menjadi tiang propaganda rezim.2 
Hiruk pikuk yang sama agaknya pernah terjadi di Malaysia, beberapa tahun yang lalu ketika suatu film 
dokumenter pendek3 berdurasi lebih kurang 40 menit dirilis, menampilkan sejarah kemerdekaan 
Malaysia dengan sentuhan lain yang seolah anti-mainstream. Film pendek ini sekilas mendapat 
sambutan cukup baik terutama dari warga Malaysia yang aktif menggunakan media internet.4 Sekitar 
tahun yang sama, muncul juga kritik akademis di Indonesia yang dilakukan Bambang Purwanto di UGM, 
mengenai “gagalnya” arus besar kesejarahan Indonesia, menyeru agar sejarahwan 
Indonesiamengevaluasi kembali karya-karya mereka serta menempatkan konteks peristiwa secara kritis 
dan proporsional.5 
                                                          
1
Gottschalk menyebutkan, “…memberi tempat yang lebih tinggi bagi patriotisme di atas kebenaran sejarah 
mungkin pantas bagi seorang pelukis atau bahkan bagi seorang wartawan, tetapi tidak layak dilakukan oleh seorang 
sejarahwan selaku sejarahwan”, hal. 6. 
2
 Purwanto, hal. 222-223. Keberatan khususnya disampaikan oleh tokoh-tokoh berlatar belakang militer dan 
golongan agamawan yang takut komunisme hidup kembali jika ditampilkan seolah mereka menjadi korban sejarah/ 
politik. Masalah ini memicu penarikan sejumlah besar buku ajar sejarah berkurikulum 2004 sampai pemusnahan 
secara fisik (pembakaran) oleh beberapa penerbit. Lihat…. 
3
 Pada tahun 2007 sebuah film dokumenter l.k. 40 menit karya Fahmi Reza dipublikasikan berjudul “10 
Tahun Sebelum Merdeka” mengisahkan perspektif kemerdekaan Malaysia ditinjau dari perjuangan kaum kiri.Pada 
dasarnya merupakan kritik terhadap sejarah nasional Malaysia resmi. Pemenang Freedom Filmfest 2007.Lihat. 
http://10tahun.blogspot.com/ dan http://www.malaysiakini.com/columns/73919. 
4
 Sejumlah masyarakat Malaysia memberikan komentar yang cukup keras terhadap pandangan-pandangan 
Fahmi Reza sebagai inisiator gerakan reapresepsi sejarah tersebut dengan lebih kepada pandangan ideologi dan 
kehidupan pribadinya. Lihat. http://gerakan13.blogspot.com/2012/08 dan http://harapan-
esok.blogspot.com/2012/04.  
5
Purwanto, memberikan seruan dalam pengantar bukunya, “…arah baru yang ingin dikembangkan dalam 
penulisan sejarah Indonesia itu diharapkan mampu membuka wawsasan yang lebih luas kepada para sejarahwan 
Indonesia…”, hal. xviii-xix. 
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Tiga hal di atas, merupakan suatu gambaran dinamika kesejarahan di dua negara serantau, Indonesia 
dan Malaysia, dalam suatu babak baru yang lebih bergairah. Lewat 2000-an, suasana perubahan cara 
berpikir dan corak pandang historis masyarakat di kedua Negara itu tampak semakin kritis ditandai 
dengan diskusi-diskusi intelektual dan pewacanaan-pewacanaan ilmiah yang semakin berani 
menunjukan perbedaan.6 Semua ini tampaknya wajar mengingat gelombang perubahan sudah dimulai 
pasca jatuhnya rezim politik yang – terlampau – represif, khususnya di Indonesia. Sejauh pengamatan 
penulis, pembaruan-pembaruan akademis di Malaysia pun tampak semakin menuju pada keterbukaan 
informasi dan interaksi ilmiah. 
Salah satu yang patut kita kritisi bersama sebagai dampak keterbukaan itu adalah mengenai efektivitas 
kesejarahan di Asia Tenggara dalam sumbangsihnya terhadap konflik dan hubungan diplomatik antar 
negara. Jika sejarah menjadi alat pembenaran atas klaim, maka hal itu biasa. Namun, jika sejarah itu 
dibuat sedemikian rupa secara sistematis untuk “melestarikan” konflik, bukankah ini menjadi suatu 
masalah? Demikianlah yang terjadi dalam modernitas intelektual negara-negara di Asia Tenggara, yaitu 
suatu konstruk Sejarah Nasional yang menjadi hambatan sistematik dalam pola pikir masyarakat awam 
di masing-masing Negara. Awalnya mungkin ditujukan untuk memberikan dasar kecintaan pada Negara, 
hanya saja hasilnya akan terlihat semakin chauvinistis.7 Arogansi politis justru lebih dominan daripada 
adanya suatu niatan mencari titik temu dalam perjalanan waktu itu. 
Peran Negara sering mengambil alih otoritas kesejarahan termasuk dalam menghasilkan nasionalisme 
sejarah.Persoalan sejarah nasional-sentris itu sendiri menurut penulis tidaklah terlalu bermasalah 
manakala membahas isu-isu dalam negeri, meski perdebatan mengenai penyimpangan yang mungkin 
terjadi tampak semakin relevan, sebagaimana Purwanto (2006) sebut “…hanya menjadi pengumbar 
nafsu kebangsaan, tanpa melihat dimensi lain yang membentuk masa lalu…”. Hanya saja sejarahwan 
tidak boleh abai manakala distorsi sejarah ini terjadi dalam konteks melibatkan negara lain. Semua 
“ketaatan” itu akan menjadi bom waktu ketika masyarakat percaya atas kebenarannya. 
Ada tiga pilar penting epistemologi yang dapat kita gunakan dalam hal perspektif yang telah dijelaskan. 
Pertama, mengenai kedudukan fakta dalam sejarah dan bagaimana memandang fakta itu dalam 
perspektif ini. Kedua, unit historis yang tergabung dalam kedudukan teori dalam Ilmu Sejarah. Serta 
ketiga, nilai guna aplikatif dari pemecahan masalah yang diuraikan. Dalam tulisan ini, masalah sejarah 
nasional di Indonesia menjadi studi kasusnya. 
 
PEMAHAMAN ISTILAH 
Rantau dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna. Ia bisa dimaknai wilayah pesisir atau teluk 
dan dapat juga berarti daerah (negeri) di luar daerah (negeri), atau negeri yang asing. Istilah ini, jika 
diberi imbuhan se- menjadi serantau mengandung makna senasib. Dengan kata lain, negeri-negeri 
serantau berarti negeri-negeri yang memiliki keterikatan secara khusus meski berbeda entitas politik. 
                                                          
6
Di Indonesia diawali reformasi 1998 dan berakhirnya militerisme negara. Perdebatan keilmuan semakin 
semarak, termasuk dalam sejarah. Jika dulu cenderung satu suara, sejarahwan Indonesia kini lebih berani 
menyampaikan gagasannya. Purwanto mengkritisi pemikiran Guru dan kolega sejarahwan lain, termasuk mencoba 
mengaktualisasikan kembali format sejarah kritis sebagaimana pemikirannya. Di Malaysia dan Singapura perubahan 
dirasa semakin menguat seiring perubahan politk yang lebih dinamis pasca menguatnya oposisi dalam 
pemerintahan di Malaysia maupun Singapura. 
7
Lihat. Gottschalk, hal. 1-2 dan 187-188, Sjamsudin, hal.146-147, dan Ali, hal. 56-59. 
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Melayu merujuk lebih pada etnis di Semenanjung Malaya dan Sumatera dewasa ini, meski pemahaman 
itu sendiri telah menyempit. Pada pengertian luasnya, Melayu merupakan unsur ras Austronesia yang 
tinggal di kepulauan yang kini Indonesia,  New Guinea, Melanesia, Polinesia, Mikronesia, Filiphina, dan 
sebagainya mencakup kepulauan di tenggara Asia.8 Oleh sebab itu, Rantau Melayu dalam kaitannya 
dengan Asia Tenggara mencakup negeri-negeri yang kemudian muncul di sekitaran itu, terbatas pada 
yang kini dikenal dengan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. 
 
MASALAH FAKTA SEJARAH 
Adalah suatu perdebatan yang tiada habisnya dalam keilmuan sejarah mengenai bagaimana sejarahwan 
seharusnya mendudukan fakta sejarah. Belum lagi selesai pertanyaan lama dijawab, skeptisisme 
terhadap sejarah sebagai ilmu sudahpun ditambah oleh perkembangan filsafat postmodernisme dengan 
jargon dekonstruksionismenya.9 Kini sejarah sebagai sebuah pengetahuan sudahlah dicukupkan sebagai 
suatu narasi sastra saja ketimbang dipaksakan sebagai suatu pengetahuan yang dicoba utuk 
disaintifikasikan, sebagaimana tesis White dalam bukunya.10 
Perdebatan inipun mendapat tangapan yang cukup beragam, seperti Collingwood yang mencoba 
menjembatani atau Ankersmit yang memberikan jawaban lebih tegas dengan sedikit mengkritisi upaya 
Collingwood.11 Hanya saja memang bagi sejarahwan kita di regional Asia Tenggara spesifik lagi di 
Indonesia, seolah tidak ada pengaruh dengan semua hiruk pikuk keilmuan – lebih tepatnya kefilsafatan – 
sejarah itu, yang sejatinya jika dipahami akan memberikan perspektif berfikir yang sangat jauh berbeda 
hasilnya dalam menghasilkan karya sejarah maupun menilai karya yang ada. Agaknya, dari waktu ke 
waktu sejarahwan di Indonesia lebih berorientasi pada kesejarahan deskriptif yang lebih praktis daripada 
berkutat dalam masalah hierarkis kelimuan yang cenderung spekulatif itu. Buku pegangan keilmuan 
sejarah pertama baru terbit pada 1992, atas upaya Sartono Kartodirdjo yang didaulat sebagai Bapak 
Sejarah Modern Indonesia.12 Disusul kemudian Kuntowidjojo dua tahun kemudian. Memang, baru-baru 
                                                          
8
Lihat. Elson, hal. 3-6. 
9
Lihat. Sjamsudin, hal. 262-272 dan Ankersmit, hal. 222-232. 
10
Hayden White (1974) dalam The Historical Text as Literary Artifact,“...sebagaimana yang paling tampak 
pada mereka [naratif-naratif sejarah] adalah – fiksi-fiksi verbal, yang isi-isinya diciptakan (invented) sebanyak yang 
ditemukan (found) dan bentuk-bentuknya lebih banyak persamaannya dengan rekan-rekan (counterparts) mereka 
dalam sastra daripada dengan sains...“,dikutip Sjamsudin, hal. 270.  
11
Skeptisisme gaya Oakeshott dan Goldstein ditanggapi R.G. Collingwood dengan re-enactment yaitu, 
“...menghayati pikiran dan perbuatan seorang tokoh sejarah yang sedang dipelajarinya...secara harfiah mengulangi 
gagasan-gagasan pelaku sejarah itu...“, dalam Ankersmit, hal. 88 meski kemudian dikritisi olehnya bahwa yang 
dihadirkan adalah pemahaman bukan fakta itu sendiri. Akhirnya Ankersmit menyimpulkan sendiri, re-enactement 
tidak dapat diterima sebagai sanggahan skeptisisme, hal. 91. Menurut Ankersmit mengulang gagasan Danto, lebih 
tegasnya sejarah memang tidak mampu mengamati masa silam secara empiris namun itulah justru menguatkan 
kebutuhan atas Ilmu Sejarah untuk mempersempit jarak antara masa kini dan masa lalu itu, hal. 96-97.  
12
Sartono Kartodirdjo, seorang Profesor Sejara lulusan Universitas Amsterdamh, dikenal karena wawasannya 
dan kepeloporannya mentransfer mazhab annals telah memberikan corak baru dalam kesejarahan Indonesia. 
Sempat menjadi Presiden IAHA 1971-1974 dan aktif dalam dunia intelektual global. Guru sekaligus pembimbing 
bagi sejarahwan-sejarahwan kritis Indonesia sejak tahun 1970-80-an. Banyak sejarahwan senior yang sejalan dan 
memuji hasil karyanya sehingga kemudian didaulat sebagai Bapak Sejarah Modern Indonesia. Terbit juga buku 80 
Tahun Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo; Pelopor Sejarah Indonesia(Herlina, Nina, ed. Bandung: Satya Historika, 2001) 
yang merupakan Bumga Rampai mahasiswanya yang saat ini – sebagian besar – sudah menjadi sejarahwan senior. 
Pada kewafatannya tahun 2008, diterbitkan memoir Sejarah yang Memihak, Mengenang Sartono 
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ini saja orang mulai menarik perhatian tentang keilmuan sejarah khususnya setelah kepulangan 
Bambang Purwanto dari Inggris dengan membawa dekonstruksinya ke Bulaksumur, sehingga dengan 
begitu ada sedikit gairah untuk memperdalam sejarah sebagai suatu ilmu di Indonesia khususnya. 
Penulis merasa kekurangan informasi mengenai kondisi kesejarahan masing-masing Negara di Asia 
Tenggara, hanya saja fakta bahwa selama ini masalah bilateral atau unilateral antar Negara-negara di 
Asia Tenggara khususnya Rantau Melayu yang disebabkan perbedaan perspektif historis, menjadibukti 
yang kuat bahwa sejak negara-negara di kawasan ini merdeka, sejarahwan di masing-masing negeri itu 
sudah menjadi korban bagi perspektif sempit kesejarahan yang berkembang pasca-kolonialisme. 
Memang sebagaimana Sjamsudin sebut, bahwa hampir-hampir tidak pernah – jarang sekali sejarahwan 
mencapai kata sepakat dalam memahami sejarah, konsensus adalah barang langka di kalangan 
ini.13Namun, bukankah perbedaan itu semua pun sesungguhnya dapat menjadi konsensus? Bahwa jika 
orang boleh menolak eksistensi suatu peristiwa sejarah pun diperbolehkan atas dasar fakta dan 
perspektifnya sendiri, maka mengapa tidak bisa ada satu “kesepakatan” untuk “berbeda” namun dengan 
meyakini perbedaan itu tak terhindarkan? Hal ini akan membawa implikasi yang berbeda bagi mereka 
yang dengan skeptis menghindari perdebatan karena berbeda tanpa sepakat mengenai hakikat 
perbedaan itu sendiri. 
Sejatinya, masalah terbesar sejarah sebagai suatu ilmu kritis terdapat dalam sudut pandang mengenai 
(1) fakta; (2) kebolehan dan batas berteori (termasuk di dalamnya satu -isme tertentu); dan (3) derajat 
kebenaran ilmiah atau mengenai kedudukan sejarah sebagai ilmu itu sendiri14 – perdebatan tak kunjung 
berakhir antara para idelalis dan positivis. Poin kedua dan ketiga akan mendapat sedikit bahasan, 
mengingat keterbatasan ruang tulisan ini, namun mengenai sudut pandang fakta sejarah adalah suatu 
yang perlu diingatkan kembali bahwa wacana ini selain penting, juga belum berakhir, meski 
keberadaanya belum banyak berpengaruh bagi dinamika kesejarahan di Asia Tenggara, Indonesia 
khususnya. 
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah fakta sejarah bersifat objektif atau subjektif? Sebagian besar 
perdebatan kaum idealis membedakan sejarah sebagai ilmu yang ”subjektif”, dan penulis sepakat dalam 
argumentasi bahwa sejarah menjadi subjektif sebab manusia dan peristiwa (waktu) yang menjadi objek 
kajiannya adalah sangat partikular dan unik.15 Demikian jika kita mengakui bahwa pada hakikatnya 
sebuah dokumen sejarah, pun dari masa sezaman, prasasti, tulisan, catatan, adalah hasil buatan 
seseorang, sehingga Kartodirdjo (1992) dalam bukunya, lebih menekankan fakta sejarah sebagai produk 
dari proses mental yang karenanya bersifat subjektif. Lebih jauh ia menekankan ada ketidakpahaman 
orang yang mengatakan fakta itu bersifat objektif sebab ungkapan itu sendiri lebih sebagai konstruksi 
atas subjek.16 
Sesungguhnya upaya reapersepsi konsep fakta dan keilmuan sejarah secara umum sudah dilakukan 
beberapa tahun sebelumnya dengan penerbitan edisi bahasa Indonesia buku F.A. Ankersmit mengenai 
Filsafat Sejarah. Secara umum, buku tersebut berisi banyak pengenalan berbagai konsep Ilmu Sejarah 
sekaligus jawaban, kritik, pendapatnya atas wacana kesejarahan yang sedang muncul atau ada sepanjang 
                                                                                                                                                                                            
Kartodirdjo(Nursam, dkk. Yogyakarta: Ombak, 2008)dari 43 orang keluarga, kerabat, kolega, muridnya, banyak di 
antara mereka memuji dan menggelarinya sebagai maestro Sejarah Modern Indonesia Lihat juga.Riwayat 
Pengarang Buku, Sartono, hal. 281-282. Purwanto, hal. 14. 
13
Lihat. Sjamsudin, hal. 15-20. 
14
Lihat. Gottschalk, hal. 7 dan 8. 
15
Lihat. Sjamsudin, hal. 139-142 dan Gottschalk, hal. 34. 
16
Lihat. Kartodirdjo, hal. 17. 
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masa, termasuk tanggapan terhadap pemikiran Narativisme yang dipopulerkan White lebih satu dekade 
sebelumnya. Penekanan Ankersmit dalam menguraikan fakta historis adalah beberapa kesesuaiannya 
dengan pendapat Becker sekaligus beberapa keberatan.Persetujuannya tampak dengan serangan Becker 
atas pendapat para sejarahwan yang memandang fakta sebagai kepastian yang praktis tak dapat 
disangsikan, dan andaikata terjadi kesangsian, maka dalam praktek ini dapat dipecahkan. Kritiknya pada 
“kebenaran fakta” Becker, bahwa kebenaran fakta ada dalam benak sejarahwan yang memunculkan 
diskursus fakta tersebut, adalah prinsipnya menekankan pemisahan antara fakta dengan pembicaraan 
mengenai fakta. Menurut Ankersmit, fakta selalu terjadi di masa silam. Maka kebenaran obejktif itu ada 
dan harus dibedakan dari wacana para sejarahwan. Memang, pada akhirnya tidak begitu jelas juga 
kedudukan fakta itu dalam prakteknya, hanya pernyataan terakhirnya Ankersmit seolah menyarankan 
untuk menepis skeptisisme Becker namun sepakat dengan kadar relatif suatu fakta sejarah.17 
Cukup lama diskusi keilmuan sejarah khususnya di Indonesia mereda sampai masa milenia baru, terbit 
satu buku yang cukup cenderung anti-mainstream dari Bambang Purwanto.18Buku yang dalam 
pengantarnya secara jelas memaksudkan sebagai otokritik terhadap karya guru sekaligus seniornya, 
Sartono, lebih dipengaruhi corak paling mutakhir yaitu wacana post-kolonialisme, post-modernisme, 
atau yang dikenal dengan dekonstruksionisme sejarah. Purwanto membawa kita pada wacana Munslow 
bahwa fakta dan peristiwa sejatinya adalah produk bahasa, sehingga disangsikan adanya 
komperhensivitas yang mewakili fakta karena batasan bahasa itu.19 Bahwa – senada sesungguhnya 
dengan pendapat Sartono – masa lalu yang dipelajari, sekalipun dari teks semasa, dianggap sebagai 
produk interpretasi naratif dan eksplanasi dari manusia yang kontradiktif dan ambivalen.20 Namun, jika 
para konstruksionis (sejarahwan konvensional dengan pendekatan social-scientific menurut Munslow) 
menyadari kelemahan itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan Ilmu Sosial, maka bagi 
Munslow penyikapannya adalah kembali pada narasi saja, tak perlu memaksakan saintifikasi Sejarah 
sebab pemaknaan akan berubah seusia dengan perkembangan zaman.21 
Mayoritas sejarahwan mengakui bahwa fakta dalam sejarah bersifat relatif, yaitu subjektifitas yang tak 
mungkin dihindari sekalipun dokumen yang memberikan keterangan adalah dari zamannya. Sebab, 
adanya dokumen pun merupakan pemahaman yang terbatas melalui simbolisasi bahasa untuk 
menerangkat peristiwa secara partikular. Sebagian sejarahwan melakukan adopsi dengan pendekatan 
Ilmu-ilmu Sosial agar teori membantu “kelemahan” sejarah itu.Yang lain mengambil Narativisme agar 
“memurnikan” sejarah dari keterpaksaan men-saintifikasi diri melalui teori-teori ilmu lain.Ada juga yang 
bahkan mengambil jarak untuk keduanya sekaligus menujukkan ambiguitas yang membingungkan. 
Hanya saja, dalam tulisan ini relevansi kedudukan fakta adalah, dengan memahami bahwa fakta dalam 
sejarah adalah objektif dalam peristiwa, namun multiperspektif-multidimensional dalam pemahaman, 
maka yang ada – sebagaimana Ankersmit sebut – bukan benar dan salah, namun ukuran kualitatif seperti 
“berguna”, atau “dapat diterima”.22 Dengan demikian suatu konstruksi sejarah yang memuat justifikasi 
benar dan salah layak kita pertimbangkan sebagai muatan ideologis, bukan termasuk bangun sejarah 
akademis-ilmiah yang diharapkan.  
                                                          
17
Lihat. Ankersmit, hal. 99-101. 
18
Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! dan Menggugat Historiografi Indonesia (bersama Asvi Warman 
Adam)  
19
Lihat. Purwanto (bersama Asvi), hal. 32-38 
20
Lihat. Purwanto, hal. 5. 
21
Lihat. Sjamsudin, hal.266-268 dan Purwanto, hal. 5-7. 
22
Lihat. Ankersmit, hal. 120. 
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INDONESIA DAN SEJARAH NASIONAL-SENTRIS 
Era pasca-kolonialisme diawali dengan kemerdekaan negara jajahan, sebagaimana yang dialami 
Indonesia sejak 1945, harus diakui merupakan suatu realisasi dari suatu ide besar yang masih sangat 
baru dibandingkan dengan rentang sejarah peradaban di kepulauan Nusantara, pun demikian dengan 
Malaysia, Singapura, atau negara modern Brunei.23 Berdirinya Negara-negara tersebut tidak lagi 
didasarkan atas kesukuan, namun kewarganegaraan yang berbasis kebangsaan, nasionalisme. Bangunan 
nasionalisme adalah suatu konsep baru yang dikenalkan di Eropa sekitar abad ke-18 atau 19, dan 
dianggap sebagai konsep terideal pada masanya sebagai alternatif kedaulatan disamping Tuhan dan 
Raja. Umumnya, melalui konsep ini, semua orang dengan berbagai perbedaannya diperbolehkan untuk 
bergabung dalam satu bangunan baru kenegaraan selama mau menaati kesepakatan dalam jalannya 
Negara tersebut. Inilah paham yang dipandang karenanya berbagai etnisitas, agama, pemikiran, dan 
perbedaan dapat diatasi,24 meskipun itu kembali pada ideologi yang dianutnya. 
Meski terlihat sangat ideal, ada satu kekurangan paling mendasar yang menjadi impilkasi kehidupan 
Negara berdasarkan nasionalisme itu. Sebab nasion berarti meleburkan identitas “lama” yang cenderung 
primordial menjadi satu kesamaan yang memang “baru” makapijakan kebersamaannya masih sangat 
lemah sehingga pembangunan identitas bersama dan internalisasi ideologi negara menjadi suatu 
keharusan untuk dicapai melalui berbagai cara,25 termasuk melalui sejarah sebagai memori kolektif. 
Rezim politik seringkali menggiring masyarakat melalui memorisasi sejarah. Jika seharusnya sejarah 
menjadikan memori kolektif sebagai gudang fakta mental, sehingga memegang kendali atas sintesis yang 
dihasilkan, dalam format ini Negara justru menjadikan sejarah sebagai subordinan dari memori yang 
ingin dibangun oleh rezim kepada masyarakatnya.26 Ini akan terlihat mudah dari macam-macam 






                                                          
23
Lihat. Elson, hal. 1-6. 
24
Surbakti mengutarakan bahwa faktor pembentuk identitas nasion adalah (1) primordialitas, (2) sakralitas, 
(3) ketokohan, (4) kebhinekaan, (5) sejarah, (6) ekonomi, dan (7) kelembagaan, yang selanjutnya dipersatukan 
dibawah ideologi nasional.Lihat dalam Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 55-59 dan 60-61. 
Pendapat lain dari Budiardjo dalam Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta:PT Gramedia, 2010), hal. 45-48 dan 56-59. 
Juga Rodee, dkk dalam Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 41-45. 
25
Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat relevan. Sebagaimana dijelaskan dengan baik oleh R.E. Elson dalam 
The Idea of Indonesia (Jakarta: PT Serambi, 2009) terutama subbab “Tantangan dan Kebingungan Internal” hal. 185-
193, subbab “Perebutan di Dalam: Hakikat ‘Indonesia’ dan Nilai-nilainya” hal. 204-214, serta subbab “Persoalan 
Kesepakatan Politik” hal. 230-239. Tampaknya Malaysia pun menghadapi hal yang sama, bisa dilihat dari 
pengalaman sejarahnya seperti isu rasial dan perimbangan ekonomi sebagaimana pemikiran Mahatir dalam Dilema 
Melayu (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) hal. 41-71 dan 110-114. 
26
Budiawan (2013) : “…itulah sebabnya agensi/ institusi yang merasa berwenang atas ‘sites of memory’ 
senantiasa bekerja keras menjaga satu jendela (perspektif) itu; tidak membiarkan orang membuka kemungkinan 
jendela-jendela (perspektif-perspektif) lain.” hal. xiii. 
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Di Indonesia, sejak 1950-an kesadaran pentingnya internalisasi kebangsaan melalui sejarah mulai terlihat 
dari para sejarahwan awal seperti M. Yamin, Armin Pane, dan Soekanto. Melalui dua bukunya, Yamin 
memunculkan ide yang lebih sebagai suatu justifikasi atau sakralisasi simbol daripada sejarah.27 Pun 
dengan perspektif karya Sanusi Pane yang dibuat di masa pendudukan Jepang menekankan distorsi 
kedudukan kolonis Belanda dan mengedepankan ide Asia Raya.28 
Pada masa kemudian, Kartodirdjo, merupakan seorang sejarahwan Indonesia paling berpengaruh dalam 
perkembangan sejarah kritis di Indonesia. Garis keilmuannya (mazhab) yang menginduk pada annals 
dapat ditemui dari judul bukunya – satu di antara tiga buku keilmuan sejarah berpengaruh di 
Indonesia29– “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah”. Dengan pendekatan ilmu sosial itu, 
sejarah mendapat suntikan sejumlah metodologi dari ilmu sosial guna menegaskan keilmiahannya, meski 
juga berarti membuka kisah lama perdebatan yang tak berujung apakah dalam sejarah dibutuhkan teori 
atau tidak. Hanya saja, bahwa penekanannya atas perubahan cakrawala kesejarahan di Indonesia, 
mencakup cakrawala etnosentrisme ke arah nasionalsentrisme, menjadi satu permasalahan tersendiri.30 
Memang, koreksinya atas sejarah yang Indonesia-sentris sebagaimana Yamin kampanyekan bisa 
dikatakan sangat berarti, hanya saja bahwa seolah terjadi kesalahpahaman dikalangan sejarahwan 
setelahnya, bahwa masih kuatnya harapan-harapan yang diletakkan pada penelitian sejarah di Indoensia 
– suatu harapan yang terlampau tingga sehingga memberikan bentuk sebelum bahannya ditemukan. 
Buku Sartono, sebagaimana Bambang sebut, telah menjadi rujukan dan pegangan utama hampir semua 
mata kuliah Teori dan Metodologi Sejarah untuk mahasiswa jurusan Sejarah di berbagai universitas di 
Indonesia. Memang, sebagaimana diuraikan di awal, tidak banyak buku keilmuan sejarah yang beredar di 
Indonesia, selain ketokohan dan keajegan posisi Sartono sebagai Bapak Sejarah Kritis31 dalam dunia 
kesejarahan Indonesia. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit, terdapat dorongan setidaknya saran 
darinya untuk menggunakan unit sejarah nasional dalam membangun kerangka pemikiran historiografi. 
Pertama, ia menyarankan agar setiap penyeleksian fakta sejarah lokal dilihat relevansinya dengan 
kehidupan di tingkat nasional. Kedua, ia membandingkan relevansi sejarah nasional itu dengan 
kebutuhan untuk mengelola arsip yang harus dikelola secara profesional.32 Pernyataan pertama sempat 
memunculkan perbedaan pandangan dengan muridnya sendiri yang berbeda pendapat melihat realitas 
banyaknya sejarahwan yang dinilai kurang tepat mendudukan lokalitas dalam konteks nasional 
sebagaimana disarankan Sartono, bahkan cenderung mendistorsi realitas sesungguhnya peristiwa 
                                                          
27
 Yamin seorang sastrawan dan budayawan awal Indonesia merdeka yang memiliki konsen terhadap 
sejarah. Dua karyanya; “6000 Tahun Sang Merah Putih” dan “Perang Dipanagara” penuh muatan ideologi untuk 
membangun semangat nasionalisme. Dalam buku pertama ia mencoba membangun argument historis bahwa 
Merah-Putih adalah warisan masyarakat Nusantara sejak masa prasejarah, sementara buku kedua mengangkat 
peran Dipanegara dalam Perang Jawa 1825-1830 sebagai perlawanan nasional. Kritik terhadap keduanya telah 
bermunculan tak lama sejak publikasi buku-buku tersebut. Lihat. Purwanto (2006: 11-12), Ningsih (2013) dalam 
Budiawan (ed.) hal. 9-10, dan Kuntowijoyo (2005:174).    
28
Lihat. Ningsih (2013) dalam Budiawan (ed.) hal. 8 dan 12. 
29
Hingga saat ini, selain diktat kuliah dosen, kebanyakan jurusan Sejarah di universitas-universitas Indonesia 
sarjana maupun pascasarjana, mengarahkan mahasiswanya untuk membaca buku Filsafat Sejarah karya F.A. 
Ankersmit (1987), Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah karya Sartono Kartodirdjo (1992), dan 
Metodologi Sejarah karya Kuntowijoyo (1994). Di tambah buku “baru” dari kalangan Pendidikan, Metodologi 
Sejarah karya Helius Sjamsudin (2007). 
30
Lihat Kartodirdjo, hal. 7. 
31
Lihat. catatan kaki no 12. 
32
Lihat. Kartodirdjo, hal. 75-76. 
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tersebut. Lebih jauh ini terkait penulisan objek-objek kajian sejarah masa kolonial yang dinilai banyak 
disalahpahami oleh sejarahwan yang mencoba “mengamalkan” anjuran Sartono.33 
Biarlah poin pertama ini menjadi bagian dari dinamika kesejarahan Indonesia yang tidak perlu disikapi 
berlebihan, lebih sebagai diskursus keilmuan semata, hanya untuk yang kedua, agaknya kurang tepat bila 
nasionalitas sejarah itu didasarkan atas kebutuhan pengelolaan arsip. Sebabnya jelas, tidak sedikit 
peristiwa lokal sekalipun yang sumber dokumennya tidak ada di dalam negeri.34 Khususnya Indonesia 
dan umumnya Negara jajahan (hampir semua Negara di Asia Tenggara), keterlibatan kolonis dalam 
menuliskan riwayat yang lebih rapi selama penjajahan menyebabkan perlunya dokumen itu menjadi 
sumber utama dalam penelitian sejarah yang dilakukan.  
Di sisi lain, hubungan antara peran seorang sejarahwan dan warga Negara menjadi seolah dualisme 
intelektual dalam mengangkat peristiwa sejarah ke muka, khususnya yang akan bersinggungan dengan 
Negara tetangga. Dalam praktiknya peran dan tanggung jawab sebagai warga Negara jauh lebih 
mendesak ketimbang “kejujuran” yang serba mengundang perdebatan itu. Mayoritas sejarahwan 
memilih jalan aman dengan berkompromi dan lebih suka mengungkap isu yang sesuai dengan harapan 
publik atau lebih jauh lagi penguasa politik. Terlebih dalam situasi geopolitik Asia Tenggara dalam dua-
tiga dekade terakhir, sangat sedikit sejarahwan yang mau melawan mainstream dengan resiko 
berhadaapan vis-à-vis dengan pemerintah maupun masyarakatnya. Kemudian setelah segala perubahan 
politik tingkat tinggi, ramai-ramai mereka berlindung dibalik “keterpaksaan” dan “ketidakberdayaan” 
sebagai upaya cuci tangan atas justifikasi historis yang mereka lakukan sebelumnya.35 
IMPLIKASI DIPLOMATIS SEJARAH NASIONAL-SENTRIS DI RANTAU SERUMPUN 
Dalam sepuluh tahun terakhir, isu-isu regional mulai mengemuka. Masalah sengketa perbatasan dan isu 
sejenis yang berasal dari memori historis mulai mendapat sorotan kembali. Sebagai contoh kasus 
sengketa Laut Cina Selatan bermula dari klaim historis Cina dan beberapa Negara di Asia Tenggara; 
Brunei, Filiphina, Vietnam, dan Malaysia. Adapun sengketa kuil bersejarah Preah Vihear juga 
argumentasi historis antara Thailand dan Kamboja.36 Sementara itu, masyarakat Indonesia menolak 
klaim Timor-Leste sebagai penjajah selama masa integrasi di dalam NKRI, berdasarkan argumen bahwa 
masuknya Timor-Leste adalah keinginan warganya sendiri, sementara di dalam negerinya, Timor Leste 
menganggap semua hanya sandiwara untuk mengolonisasi wilayah mereka ke dalam bagian RI. Namun, 
kasus yang paling sentral sebagai implikasi diplomatis sejarah berbasis nasional khususnya di Rantau 
Melayu adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1960-an, bersamaan dengan ekses-eksesnya. 
Tiada yang memungkiri bahwa Indonesia dan Malaysia adalah entitas politik yang murni baru. 
Keberadaannya bahkan jenis kelaminnya tidak dapat ditarik melebihi masa perang dunia kedua, setidak-
tidaknya pada awal abad ke-20, konsep kenegaraan itu belumlah mapan sama sekali.Indonesia berwujud 
di atas rangkaian geografi-politik tradisional yang karena dilemahkan secara sistemik oleh kolonis 
Belanda menemukan identitas bersamanya,37 sementara Malaysia terwujud sebagai jawaban masyarakat 
                                                          
33
Lihat. Purwanto, hal. 16 dan 42. 
34
Lihat. Kuntowijoyo, hal. 90-91 dan 95-100. 
35
Lihat. Purwanto, hal.47-49. 
36
Masing-masing mengandalkan pada peninggalan Historis, Kamboja dengan peta Perancis tahun 1908 
sementara Thailand dengan akta klaim batas air 1904. Lihat.http://dwgdsudikamangku. 
wordpress.com/2010/07/03/ 
37
Lihat. Elson, hal. 6-12. 
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menentang konsep Malay Union yang diupayakan kolonis Inggris pada akhir masa pendudukannya.38 
Fakta ini pun, masih sangat terbuka bagi perdebatan, sementara yang jelas adalah bahwa sebelum 
memasuki abad ke-20, jauh lagi pada masa kekuasaan tradisional, Semenanjung Melayu dan Sumatera 
serta kepulauan di sekitarnya berada dalam lingkup geo-etno-politik yang sama.  
Di Indonesia, manakala membahas hubungan Indonesia dengan Negara-negara tetangga terdapat 
masalah yang cukup penting. Seerat apapun Jawa, Sumatera, bahkan Sulawesi dengan Semenanjung 
Malaya di masa pra-kemerdekaan, tak pernah agaknya diangkat ke muka. Sedikit sekali masyarakat 
awam mengetahui bahwa leluhur beberapa kesultanan di Malaysia modern berasal dari kepulauan, 
seperti keturunan bangsawan Minangkabau menurunkan Raja-raja Negeri Sembilan,39 atau kekerabatan 
orang Bugis dengan Johor,40 dan keturunan Aceh dengan Penang dan Kedah.41 Yang lebih diberi 
perhatian adalah kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai pemersatu kepulauan Nusantara. Belum lagi 
keterikatan tokoh, tak banyak yang mengenal Syed Naguib Alatas42 lahir di Kota Bogor, di Pulau Jawa, 
atau tokoh-tokoh Malaysia terkini yang baru terpaut satu dua generasi dengan salah satu etnis di 
Nusantara.43 
Dalam peristiwa-peristiwa yang lebih kontemporer, isu ekonomi lebih banyak menyulut konflik historis 
berupa memori konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 60-an. Sehingga setiap isu negatif antar dua 
Negara, kebencian itu tersulut dengan slogan “Ganyang Malaysia”.44 Contohnya, setiap kasus TKI di 
Malaysia dimunculkan ke publik, luka lama diungkap kembali. Adapun di Malaysia hal semacam itu 
ditanggapi dengan aksi antipati perlakuan terhadap TKI yang tidak kunjung membaik. Bahkan kasus-
kasus bernada “pelecehan” identitas Negara semakin banyak terdengar.45 Meski masing-masing Negara 
saling menjaga diri, dorongan dari tataran masyarakat umum terhadap sikap “tegas” dituntut dari 
                                                          
38
Lihat. D.G.E. Hall dalam Sejarah Asia Tenggara (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hal. 777-785 
39
Berawal dari gesekan politik dengan orang Bugis, seorang pembesar Minangkabau, Raja Melewar 
menggabungkan koloni-koloni Minangkabau di sekitar Selangor, membentuk persekutuan yang dikenal sebagai 
Negeri Sembilan. Lihat. Hall, hal. 323-324. 
40
Keterlibatan orang-orang Bugis dimulai dari awal abad ke-18, yaitu ketika Daeng Parani ikut serta dalam 
perselisihan Istana Johor pada 1718. Kemudian peran orang Bugis dalam tahta Johor meningkat sampai menduduki 
singgasana kesultanan, bahkan meluaskan ekspansi ke utara sampai Perak dan Selangor. Gerakan ini merupakan 
perebutan pengaruh dengan orang Minangkabau yang terusir dari Riau. Hubungan orang Bugis dengan Kerabat 
Kesultanan Selangor masih dapat dilacak hingga kini. Lihat. Hall, hal. 318-322 dan Sudharmono dalam Sejarah Asia 
Tenggara Modern (Yogyakarta: Ombak, 2012) hal. 10-19. 
41
Lihat. Hall, hal. 311-316. 
42
Seorang Ulama dan Intelektual muslim yang dikenal luas sebagai salah seorang pembaharu pemikiran 
Islam di zaman modern. Lahir di Bogor pada September 1931 sebagai keturunan Arab, setelah mengenyam 
pendidikan madrasah Islam di Jawa, meneruskan pendidikan modern di Singapura dan dilanjutkan ke Institut Studi 
Islam, Universitas McGill, setelah mendapat gelar sarjana Sastra Melayu dari Universiti Malaya. Kepakarannya 
dalam filsafat dan studi Islam. Lihat. http://en.wikipedia.org/wiki/Syed_dan 
http://cgm.cs.mcgill.ca/~hagha/library/attas.htm. 
43
Salah satu contohnya adalah Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan dalam Kabinet PM 
Najib Razak, yang dalam satu kesempatan wawancara dengan salah satu televisi swasta Indonesia mengisahkan 
bahwa ayahnya asli Kulon Progo (etnis Jawa), Yogyakarta. Bahkan dalam kesempatan berbicara bahasa Jawa, logat 
Melayu-nya tak terlihat.  
44
Slogan yang dipopulerkan oleh Soekarno semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 60-an. Lihat. M.C. 
Ricklefs, hal. 564-567. 
45
Bagaimana sapaan “Indon” dari warga Malaysia terkesan melecehkan bagi orang Indonesia, atau 
perlakuan warga Indonesia di perbatasan dan nelayan yang dituduh melanggar wilayah batas Negara sebagai 
contoh. 
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pemerintah. Pemahaman yang demikian tentu bersumber dari bagaimana historiografi masing-masing 
negara dikonstruk di atas semangat kebangsaan semata. Dalam kasus pertama, hilangnya transfer 
pengetahuan sejarah regional menyebabkan generasi yang hidup setelahnya semakin merasa bahwa 
tidak ada hubungan apapun dengan Negara jiran. Kebesaran dan keeratan kekerabatan kini tergantikan 
dengan gejolak-gejolak politik kontemporer yang kesemuanya muncul pasca berdirinya Negara nasional.  
Masalah utama adalah bagaimana masing-masing Negara menyusun sejarah bagi rakyatnya dalam 
kerangka nasional mereka sendiri. Ketika sengketa tetap menjadi ganjalan hubungan antar Negara, maka 
ada yang salah dalam proses penyampaian ide sejarah itu, jiwa dari sejarah. Kasus beberapa waktu lalu 
mengenai keributan diplomatik terkait penamaan salah satu kapal perang RI Usman-Harun yang segera 
menuai kecaman dan tindakan diplomatik dari pemerintah Singapura bisa dijadikan contoh. Bagi RI, 
tokoh tersebut adalah pahlawan Negara, sementara bagi korbannya, pihak Singapura, mereka adalah 
teroris.46 Penulis berpendapat bahwa masalah yang sama terjadi di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Di 
sini tampak bahwa banyak kerugian yang diakibatkan oleh penulisan sejarah yang nasionalsentris itu. 
 
PEMANDANGAN FAKTA DAN TRANS-NASIONALISME SEJARAH 
Apakah tidak mungkin membuat suatu sejarah yang “tidak memihak” sehingga setidaknya sebagian 
besar masyarakat mampu mendudukan suatu peristiwa pada konteks zamannya? Ketika kita berpikir 
mengenai kemungkinan itu maka sesungguhnya mungkin saja, meskipun netralitas murni adalah 
ketiadaan sejarah sebab netralitas murni adalah hal yang tidak mungkin.47 Hanya saja, jika maksud 
netralitas di sini adalah adanya suatu maksud bersama untuk mencapai satu konsensus yang logis dan 
proporsional tentu dimungkinkan.Hal tersebut bisa diungkap sebagai berikut: 
(1) Jika cakrawala sejarah bersifat etnis dengan segala kompleksitas antar etnis bisa bergeser ke 
ranah nasional yang bersifat “netral” sebagai unit yang awalnya dipandang ideal dalam 
menampung segi-segi kompleksitas historis itu, maka mengapa cakrawala nasional yang juga 
begitu banyak ruang kompleks dan distorsinya tidak bisa diperluas ke ranah regional? 
(2) Jika kebenaran sejarah berbasis pada perspektif interpretatif atas fakta yang ada kemudian 
diberi pendekatan secara ilmu sosial untuk memberikan konteks fakta itu pada zamannya, 
sekalipun bersifat naratif, mengapa tidak dibuat suatu usul bersama memasukkan berbagai 
interpretasi sejarahwan regional untuk dikaji bersama dengan berbagai pendekatan ilmu sosial 
itu? Bukankah setidaknya subjektifitas sejarah itu membuat kebenarannya bersifat relatif 
sepanjang itu merupakan tafsir, bukan peristiwanya sendiri? 
(3) Jika sejarah itu bersifat subjektif sebagaimana kaum idealis meyakini demikian, serta sandaran 
atas argumentasi Frankael ketika mengklasifikasikan generalisasi bahwa kesatuan sejarah 
dengan kompleksitas kehidupan manusia itu tidaklah terpisahkan, maka apakah mungkin 
membatasi diri pada sudut pandang tertentu dari sejarah yang dinamakan nasional itu? 
Kalaupun pembatasan itu memang dibutuhkan untuk kemudahan penelitian, agaknya dalam 
konteks hubungan berbangsa dan bernegara, konsep itu harus diperluas melintasi batas-batas 
nasion, suatu historiografi yang bersifat trans-nasional. 
                                                          
46
Media masa Singapura memuat banyak protes tokoh-tokoh mereka yang menyebut Usman-Harun sebagai 
teroris musuh negaranya. Lihat.http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/editorials/story/why-kri-
usman-harun-not-welcome-20140220 dan http://therealsingapore.com/ content/shanmugam-clarifies-singapore 
47
Lihat.Purwanto, hal. 8. 
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Setidaknya Negara-negara yang dikenal dengan MABINS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan 
Singapura) membutuhkan corak yang – meminjam istilah Kartodirdjo meskipun dengan makna berbeda – 
lebih komparatif daripada sentris.48 Komparatif berarti satu sejarah yang dalam kesadarannya untuk 
memihak berusaha membandingkan satu perspektif tertentu yang mewakili memori dan fakta sekaligus 
dari masing-masing kebutuhan ideologis Negara, sehingga semua dapat memahami bahwa sejarah tidak 
selalu dapat menjawab permasalahan di masa lalu dalam satu suara. 
Diagram1. Ruang Lingkup Kesejarahan dan Bobot Implikasi Ilmiahnya 
                                                          
48
Pengertian Sartono terhadap Sejarah Komparatif adalah pembandingan satu peristiwa sejarah dengan 
peristiwa yang lain yang mungkin sekilas sama polanya. Dalam pengertian itu jelas sudah tidak mdimungkinkan, 
sebab sifat partikular dan unik peristiwa membatasi diri atas yang terjadi sebagai hanya satu kali. Memang 
kemudian iam mengetengahkan konsep pendekatan Ilmu Sosial, yang dipandangnya mampu memberikan 
“generalisasi” sejarah sehingga dapat dibandingkan secara longgar satu sama lain. hal. 78. 
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Legenda 
Lingkup Historiografi Baru 
(Trans-Nasional) 









































































































































PENDEKATAN DAN PRAKSIS 
Setelah tampak kebutuhan untuk suatu alternatif dalam perspektif kesejarahan khususnya negeri-negeri 
serumpun atau serantau Melayu, maka dapatlah upaya itu dicoba dalam beberapa aspek pendekatan 
sebagai berikut: 
Diagram 2. Kerangka Integrasi Pemikiran 
 
(1) Melalui Pendidikan, sebagai persiapan implementasi gagasan yaitu melalui pembenahan dalam 
kurikulum salah satunya bahan ajar sejarah di sekolah-sekolah dan pendidikan kesejarahan di 
perguruan tinggi. Kedua, melalui translasi karya-karya keilmuan sejarah asing (Eropa dan Asia) 
agar cakrawala berpikir semakin luas dan komperhensif dengan pendekatan-pendekatan 
terbaru. Terciptanya masyarakat yang sadar sejarah secara luas dan tidak anti terhadap 
perbedaan dalam perspektif-perspektif yang ada. 
(2) Melalui Organisasi Sejarahwan, sebagai penguatan peran sejarahwan dalam penulisan dan 
pengarahan sejarah. Pertama, melalui temu ilmiah berkala yang memang sudah rutin 
dilaksanakan. Kedua, yaitu pengorganisasian yang lebih diperkuat supaya tidak sekedar menjadi 
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sarana berkumpul dan komunikasi. Suatu waktu para sejarahwan perlu membentuk semacam 
dewan pertimbangan historiografi sehingga semacam majelis fatwa dalam Islam, otoritas itu 
tidak diambil alih oleh Negara.  
(3) Melalui Pertukaran Informasi Ilmiah, caranya bisa dengan penggunaan media maya. Melalui 
internet, dapat dibuat sebuah pusat data kesejarahan regional. Sebagai modal awal, karya-karya 
sejarahwan diseluruh regional dapat dimasukkan setidaknya abstrak dan kontak yang dapat 
dihubungi. Jurnal dan karya ilmiah semacam tugas akhir pendidikan sarjana menjadi modal yang 
cukup besar bagi masukan data (input) pusat data ini. Ke depan kerja sama bisa dilakukan 
dengan arsip Negara eks-kolonis. Manfaat lain adalah pengecekan sejauh mana perkembangan 
kesejarahan di masing-masing Negara dan regional secara menyeluruh, yaitu pemetaan ilmiah 
sejarah. 
(4) Melalui Kerjasama Kesejarahan, disini kita dapat menggunakan organisasi sejarahwan sebagai 
medianya. Pertama, dengan menggiatkan kerja sama penelitian lintas batas. Sebuah upaya 
dicoba oleh otoritas sejarah Brunei ketika beberapa tahun lalu melakukan ekspedisi Borneo 
dalam rangka menelusuri jejak kekerabatan antara Sultan Brunei dengan kesultanan-kesultanan 
lain yang masuk wilayah Indonesia. Kedua, dengan program-program pertukaran mahasiswa 
sejarah antar perguruan tinggi. Denag subsidi pemerintah upaya ini dapat meningkatkan 
keterikatan sebab pengalaman langsung dalam masyarakat yang berbeda sekaligus tradisi 
sejarah yang berbeda.  
(5) Melalui Diplomasi Politis, adalah jalan terakhir yang tak kalah penting. Banyak sejarahwan alergi 
terhadap politik karena menganggapnya sebagai pencemar sejarah. Justru mau tak mau 
dipungkiri sejarah dan kekuasaan adalah erat. Pertama, sejarahwan harus berhimpun sebagai 
golongan yang mengawal kebijakan publik pemerintah, berani mengkritisi apabila terbukti ada 
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